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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah 

dilakukan selama 5 minggu yang dimulai pada tanggal 29 September  hingga 

1 November 2025 dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKPA di Apotek 

Pahala Kalijaten adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai peran dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan 

kefarmasian. Seorang Apoteker dituntut untuk senantiasa teliti 

sebagai penanggung jawab akhir sebelum obat diberikan kepada 

pasien, serta memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial 

dalam pengelolaan apotek. 

2. PKPA memberikan kesempatan untuk mengembangkan berbagai 

keterampilan praktis yang krusial bagi calon Apoteker. Hal ini 

meliputi penyiapan obat (peracikan, penimbangan, pencampuran), 

pemeriksaan akhir, pelabelan, serta pemberian informasi, 

komunikasi, dan edukasi (KIE) kepada pasien. Selain itu, kegiatan 

ini juga membiasakan calon Apoteker dengan prosedur kerja di 

apotek, manajemen sediaan obat, dan dokumentasi pelayanan, 

sehingga dapat meningkatkan kompetensi teknis serta kemampuan 

pengambilan keputusan klinis secara tepat dan bertanggung jawab. 

3. PKPA berfungsi sebagai sarana persiapan yang efektif bagi calon 

Apoteker untuk memasuki dunia kerja. Pengalaman yang diperoleh 
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selama praktik membantu membentuk profesionalisme, 

keterampilan interpersonal, dan kemampuan manajerial dalam 

lebih siap untuk menghadapi tantangan praktik nyata, memastikan 

pelayanan obat yang aman, tepat, dan berkualitas, serta mampu 

berperan aktif dalam tim kesehatan demi kepentingan pasien. 

 

5.2 Saran 

1. Mahasiswa calon apoteker diharapkan terus meningkatkan 

pengetahuan mengenai obat-obatan serta kemampuan komunikasi 

dalam memberikan konseling dan edukasi kepada pasien. 

2. Mahasiswa disarankan untuk berperan aktif selama kegiatan PKPA 

agar dapat memperoleh pengalaman dan pemahaman yang 

maksimal sebagai bekal dalam menjalankan praktik kefarmasian di 

masa mendatang. 
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